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PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA
PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ABSTRAK -

Catatan -

Untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta
menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk
melindungi wilayah Republik Indonesia serta untuk lebih memberikan kepastian
hukum dalam pemberian fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas
alat angkutan tertentu dan jasa terkait alat angkutan tertentu sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan
Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat
Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu
mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan
Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat
Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan
pertimbangan dimaksud serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (1)
huruf b, huruf ¢, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan
Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa
Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU
No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
No.42 Tahun 2009

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Impor dan Penyerahan Alat
Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait
Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 8 Juli 2019

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal diundangkan

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap alat angkutan
tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan
Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut
Pajak Pertambahan Nilai, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 Peraturan Pemerintah ini

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang tentang Impor dan
Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat



Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2015 tentang tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu
dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Penjelasan, 4 him



